
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 

NOMOR 70 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 

NOMOR55TAHUN2016TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

a. bahwa dalarn rangka optimalisasi pelaksanaan tugas 

dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Mojokerto, maka Peraturan Bupati Nomor 

55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Mojokerto perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Sekretariat Dewan Perwakilan 

Kabupaten Mojokerto; 

serta Tata Kerja 

Rakyat Daerah 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalarn 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang

Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat 

II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prod.uk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Nomor 5). 



Menetapkan 
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10. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Kedududkan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 
Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 

Nomor 59) 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

MOJOKERTO. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diantara huruf b dan huruf c 
disisipkan 2 huruf yakni huruf b.1 dan huruf b.2, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 
(1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana 
kegiatan anggaran keuangan; 

b. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan 
keuangan; 

b.1 menyusun bahan perencanaan; 
b.2 menyusun laporan kinerja dan laporan pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan; 
c. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
d. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan. 
(2) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas : 

a. memproses administrasi dan melakukan pembayaran 
kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; 

b. memproses administrasi dan melakukan pembayaran 
gaji, tunjangan dan perjalanan dinas DPRD dan 
Sekretariat DPRD ; 

c. menyusun laporan keuangan; 

d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
e. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal o'.2.3 Oesembar ~!.5 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal ;. ~ Q~e.~t- .;io:j 

Pit. BUPATI MOJOKERTO, 

WAKIL BUPATI 

PUNGKASIADI 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR fO 


